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Judul Skripsi : Ganti Kerugian Bagi Pasien Akibat Perbuatan Melawan Hukum
Oleh Tenaga Kesehatan Dalam Pelaksanaan Imunisasi

ABSTRAK

Salah satu upaya keschatan yang dilakukan Pemerintah adalah pemberian imunisasi.
Dalam pelaksanaan program imunisasi oleh tenaga kesehatan masih terjadi efek buruk
dari imunisasi tersebut yang mengakibatkan kerugian bagi peserta imunisasi. Adapun
tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis karakteristik kerugian yang
diderita Pasien akibat perbuatan melawan hukum oleh tenaga kesehatan dalam
pelaksanaan imunisasi serta mengetahui dan menganalisis segala bentuk dan proses ganti
kerugian bagi pasien akibat perbuatan melawan hukum oleh tenaga kesehatan dalam
pelaksanaan imunisasi. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan penarikan
kesimpulan secara deduktif. Adapun hasil penelitian yang diperoleh ialah karakteristik
yang diderita pasien akibat PMH oleh tenaga kesehatan dalam pelaksanaan imunisasi
ialah berupa kerugian immateril yakni kematian, sakit parah dan cacat. Setelah dilakukan
imunisasi akan terjadinya KIPI. Apabila tenaga kesehatan salah dalam memberikan dosis
imunisasi,atau dosis obat maka bayi akan mengalami kematian, sakit parah dan cacat.
Apabila hal tersebut terjadi maka unsur-unsur PMH salah satunya terpenuhi yakni
“adanya kerugian yang ditimbulkan” .Adapun bentuk dan proses ganti kerugian bagi
pasien akibat PMH oleh tenaga kesehatan dalam pelaksanaan imunisasi ialah apabila
kerugian menyebabkan kematian merujuk pada Pasal 440 ayat 2 UU Kesehatan dapat
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan merujuk dari Pasal 1365 KUHPerdata
bahwa dapat menuntut ganti rugi materil atau imateril serta proses penyelesaian sengketa
dapat melalui litigasi maupun non litigasi.

Kata Kunci: Imunisasi, Tenaga Kesehatan, PMH

Palembang, 28 Agustus 2024
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia, sebagai negara yang menganut civil law atau sistem hukum tertulis,
memiliki implikasi bahwa hukum di Indonesia dianggap sah hanya jika dituangkan dalam
bentuk tertulis. Konsekuensi lain dari penerapan hukum tertulis ini adalah bahwa segala
ketentuan hukum di Indonesia diatur melalui perundang-undangan. Salah satu contohnya
adalah pengaturan hukum di bidang kesehatan di Indonesia.* Peningkatan kualitas hidup
manusia di bidang kesehatan merupakan sebuah usaha yang sangat luas dan menyeluruh.
Upaya ini melibatkan perbaikan kesehatan masyarakat, baik dari sisi fisik maupun non-
fisik. Dalam konteks sistem kesehatan nasional, kesehatan mencakup semua aspek
kehidupan yang memiliki cakupan dan jangkauan yang sangat luas serta kompleks.?

Salah satu langkah kesehatan yang diambil oleh pemerintah adalah imunisasi.
Program ini dijalankan oleh tenaga kesehatan, dengan harapan pelaksanaannya dapat
berjalan optimal dan efisien, sehingga memberikan manfaat maksimal bagi para penerima
imunisasi. Namun, dalam praktiknya, masih ada efek samping dari imunisasi yang
berpotensi menimbulkan kerugian bagi para peserta program tersebut. Kesehatan adalah
bagian penting dari kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan harus dicapai
melalui berbagai upaya kesehatan yang terstruktur dalam Pembangunan Kesehatan yang

menyeluruh dan terpadu, serta didukung oleh sistem kesehatan nasional.

! Muhammad Syahri Ramadhan, Analisis PP No. 103 Tahun 2015 Tentang Pemilikan Rumah Tempat

Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia Dalam Kajian Politik Hukum Indonesia,
Fiat Justicia 3, No. 2,2017

him 1

2 Bahder Johan Nasution, Hukum Kesehatan: Pertanggungjawaban Dokter, Rineka Cipta. Jakarta, 2013,

1



Menurut Pasal 1 Ayat 1 dari Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 tahun 2023
(selanjutnya disebut sebagai UU Kesehatan), dinyatakan bahwa:®

’Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara frsik, jiwa, maupun sosial
dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup
produktif.”

Salah satu upaya Kesehatan yang dilakukan bagi bayi dan anak di Indonesia adalah
pemberian imunisasi lengkap, Imunisasi adalah tindakan untuk memberikan
perlindungan (kekebalan) di dalam tubuh bagi bayi dan balita. Imunisasi dasar lengkap
adalah salah satu program yang diwajibkan oleh pemerintah untuk mewujudkan program
Kesehatan Nasional.Program imunisasi ini dilaksanakan oleh Tenaga Kesehatan.
Merujuk pada UU Kesehatan bahwa tenaga kesehatan adalah:

“setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki
pengetahuan dan keterampilan melalui Pendidikan di bidang Kesehatan yang

untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya Kesehatan”

Secara ideal, program imunisasi diharapkan dapat berjalan dengan lancar dan
memberikan manfaat yang maksimal bagi para penerimanya. Akan tetapi, dalam
pelaksanaannya oleh tenaga kesehatan, masih ditemukan efek samping negatif dari
imunisasi yang dapat merugikan peserta yang menerima imunisasi tersebut.

Imunisasi, dari sudut pandang medis, merupakan prosedur yang umumnya aman.
Meski demikian, ada kalanya risiko muncul berupa efek samping atau dampak negatif
yang dikenal dengan istilah Adverse Events Following Immunization (selanjutnya disebut

KIPI).* KIPI, dari perspektif medis, merupakan bukti empiris yang terintegrasi dalam

® Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan LN 2023 (105), TLN (6887): 198 him.;
jdih.setneg.go.id

* Agus Purwanto, Aspek Hukum KIPI (Kejadian Pasca Imunisasi), Universitas Indonesia website,
https://scholar.ui.ac.id/en/publications/aspek-hukum-kipi-kejadian-ikutan-pasca-imunisasi



https://scholar.ui.ac.id/en/publications/aspek-hukum-kipi-kejadian-ikutan-pasca-imunisasi

fenomena yang dikenal sebagai tindakan medik. KIPI merujuk pada side-effect dan/atau
adverse effect dari tindakan medik berupa imunisasi atau vaksinasi. Dalam konteks ini,
tindakan medik memiliki makna yang lebih spesifik, yakni intervensi terhadap tubuh dan
jiwa pasien untuk tujuan pencegahan, proteksi spesifik, diagnostik, terapi, serta
rehabilitasi, dengan fokus pada pencapaian hasil medis tertentu.

Dalam kasus Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI), individu yang awalnya
sehat dapat mengalami perubahan kondisi menjadi sakit, yang sering kali disebut sebagai
pasien. Dalam situasi tertentu, seperti risiko yang terkait dengan prosedur medis lainnya,
kondisi ini bisa berkembang menjadi penyakit, cacat, atau bahkan berakibat fatal,
sehingga menimbulkan gugatan dari pihak yang terkena dampak, yang dikenal sebagai
korban. Meskipun KIPI sangat jarang terjadi, insiden semacam ini dapat terjadi di mana
saja, kepada siapa saja, dan melibatkan berbagai petugas kesehatan.’

Program imunisasi massal berpotensi meningkatkan risiko KIPI (Kejadian Ikutan
Pasca Imunisasi) yang dapat membahayakan kesehatan dan bahkan nyawa balita. Salah
satu penyebab utama KIPI adalah kesalahan dalam teknik pelaksanaan programmatic
errors oleh tenaga kesehatan. Kesalahan tersebut meliputi masalah dalam penyimpanan,
pengelolaan, dan prosedur pemberian vaksin.®

Subyek hukum (persoonsleer, dalam hal ini ambtenleer):

a. Pejabat pemerintah dari Departemen Kesehatan beserta stafnya bertanggung
jawab sebagai penanggung jawab personal dalam hal ini. Untuk atribusi, Menteri

Kesehatan adalah pemilik kewenangan utama, sedangkan dari segi teknis,

5 .
Ibid
®Sari Periati, Aspek Hukum dalam Pasca Imunisasi, jurnal Hukum Universitas Indonesia, Vol.2
No.1,2000,hIm 12



pelaksanaan kebijakan imunisasi tingkat nasional diurus oleh Dirjen P2M-PLP.
b. Departemen Kesehatan (khususnya Ditjen P2M-PLP) sebagai instansi Peserta
instansi di bawahnya sebagai penanggung-jawab institusional.
Surat tugas resmi dari Kepala Dinas Kesehatan (Dati 1) sangat penting, dan harus
mencantumkan nama program, nama target, durasi, lokasi, pejabat yang ditunjuk, serta
ringkasan tugas. Dokumen ini juga harus disertai dengan guideline teknis medis yang
relevan (seperti standard operating procedures). Dengan adanya surat ini, dokter
puskesmas secara sah diakui sebagai pejabat lapangan yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan imunisasi di area mereka. Mengingat beban tugas yang banyak, dokter
puskesmas dapat mendelegasikan tanggung jawab tersebut kepada dokter lain di
wilayahnya (seperti PTT atau dokter berwenang lainnya) dan/atau tenaga kesehatan
lainnya, seperti perawat, yang bertugas sebagai petugas imunisasi.”

Kasus kelalaian dalam imunisasi atau KIPI di Indonesia terus berlanjut dari tahun
ke tahun. Pada tahun 2024, kasus terbaru dilaporkan di Palembang, Sumatera Selatan.
Kronologi peristiwa ini terungkap setelah unggahan mengenai korban yang viral di
media sosial. Bayi tersebut, yang bernama Adibah, menerima suntikan imunisasi HbO
di puskesmas Plaju, Kota Palembang. Setelah disuntik, Adibah terus-menerus
menangis dan menolak menyusu. Selain itu, Adibah juga mengalami kesulitan dalam
bernapas. Ketika kondisi Adibah memburuk, orang tua bayi tersebut kembali
membawanya ke puskesmas tempat pemberian suntikan imunisasi. Namun, oleh
petugas puskesmas, diarahkan ke Rumah Sakit Muhammadiyah (selanjutnya disebut

RS Muhammadiyah) Palembang.

" Attamimi H. Hukum tentang peraturan perundangundangan dan peraturan kebijakan (Hukum Tata
Pengaturan), FHUI, Jakarta,2000,him 15.



Setelah dirujuk dari RS Muhammadiyah Palembang, Adibah dipindahkan ke
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bari Palembang. Patient tiba pada hari Rabu dan
menunjukkan gejala shortness of breath saat tiba di Emergency Department (ED). Tim
medis di ED melakukan evaluasi dan membahas hasil pemeriksaan dengan dokter
spesialis anak. Pasien menerima terapi dan pengobatan di ED sebelum akhirnya
dipindahkan ke Neonatal Intensive Care Unit (NICU) sekitar pukul 17.10 WIB. Di
NICU, pasien mendapatkan perawatan dan pengobatan intensif dari dokter spesialis
anak serta tim perawat NICU. Namun, kondisi pasien memburuk pada hari berikutnya.
Setelah dirawat selama sehari, atau tiga hari setelah kelahiran, pasien dinyatakan
meninggal dunia.® Dalam kasus ini, telah dilakukan persidangan melalui kuasa hukum,
dengan pihak-pihak yang terkait meliputi tergugat I, yaitu RSUD Palembang Bari;
tergugat I1, yaitu Puskesmas Pembina; tergugat 11, yaitu Dinas Kesehatan Palembang;
dan tergugat 1V, yaitu Pj Walikota Palembang. Proses mediasi yang berlangsung di
ruang mediasi Pengadilan Negeri Palembang dipimpin oleh mediator Pitriadi, SH MH.
Berdasarkan hasil diskusi mediasi, telah ditemukan titik terang dan disepakati bahwa
penyelesaian akan dilakukan melalui mediasi. Namun, pihak penggugat belum
menentukan jumlah ganti rugi yang diminta.’

Kasus kedua terjadi di Trenggelek pada tahun 2023, di mana seorang bayi

berusia 5 bulan meninggal setelah menerima vaksin Tetanus Toxoid atau TT. Awalnya,

® Tim Detik SUMBAGSEL,Kronologi Bayi Meninggal Usai Imunisasi, https://www. detik.com
/sumbagsel/berita/d-7117217/kronologi-bayi-adibah-usai-diimunisasi-sesak-napas-lalu-meninggal, Diakses Pada :
29 Januari 2024.

° Linda Hasibuan, Heboh Kasus Bayi Meninggal Usai Imunisasi, CNN Indnesia, diakses melalui:
https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20240701190839-33-550897/heboh-kasus-bayi-meninggal-usai-
imunisasi-ini-kata-kemenkes, diakses pada: 2 july 2023



http://www.detik.com/
https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20240701190839-33-550897/heboh-kasus-bayi-meninggal-usai-imunisasi-ini-kata-kemenkes
https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20240701190839-33-550897/heboh-kasus-bayi-meninggal-usai-imunisasi-ini-kata-kemenkes

bayi tersebut dalam kondisi sehat, namun setelah disuntik, ia mengalami demam tinggi
dan kesakitan yang menyebabkan jeritan, meskipun telah dirawat di rumah sakit. Prof.
Dr. dr. Hinky Hindra Irawan Satari, SpA(K), Ketua KIPI, menjelaskan bahwa biasanya
vaksin TT tidak menyebabkan kejang. la menyarankan untuk menunggu hasil
pemeriksaan dokter terkait kematian bayi tersebut. Selain itu, hasil autopsi oleh
Biddokkes dan Forensik Polda Jawa Timur menunjukkan adanya virus aktif pada jasad
korban, padahal vaksin yang diberikan adalah virus yang sudah dilemahkan. Dokter
forensik menegaskan bahwa tidak ada hubungan kausalitas antara vaksin dan kematian
bayi tersebut. Adapun keputusan penghentian penyidikan itu dilakukan melalui
tahapan yang panjang, termasuk gelar perkara yang dilakukan di Polres Trenggalek
dan Polda Jawa Timur. Kasus kedua merupakan reaksi pasca imunisasi yang
disesabkan kondisi bayi juga sedang tidak vit,sehingga menyebabkan demam tinggi
hingga kematian.'?

Pada tahun 2022, seorang balita bernama Arkaa (2,5) mengalami muntah
setelah mengonsumsi antipyretic yang sudah kadaluwarsa. Obat tersebut diberikan
oleh Posyandu Bunga Kenanga di Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang,
setelah Arkaa menerima imunisasi DPT. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang,
dr Dini Anggraeni, menjelaskan bahwa masalah ini bermula dari kelalaian dalam
penanganan obat kedaluwarsa. Menurut Dini, obat-obat tersebut awalnya telah
dikeluarkan oleh puskesmas. Petugas puskesmas menemukan tiga sediaan obat PCT
drop yang sudah kadaluarsa di dalam tas Posyandu, lalu memisahkannya dan

merencanakan untuk

19 Averus Kautsar, Komnas KIPI Angkat Bicara Terkait Bayi Meninggal Usai Imunisasi Di Trenggalek
Jawa Timur, https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6642065/komnas-kipi-angkat-bicara-soal-bayi-
di-trenggalek-meninggal-usai-imunisasi, Detik.com, diakses pada: 28 Maret 2023, Pukul 12:21 WIB



https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6642065/komnas-kipi-angkat-bicara-soal-bayi-di-trenggalek-meninggal-usai-imunisasi
https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6642065/komnas-kipi-angkat-bicara-soal-bayi-di-trenggalek-meninggal-usai-imunisasi

menyerahkannya kepada petugas Farmasi Puskesmas. Namun, ketika obat-obatan itu
tiba di Puskesmas, petugas tersebut lupa untuk menyerahkannya kepada petugas
farmasi. Obat tersebut kemudian terbawa dan diberikan kepada pasien saat
pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) di Posyandu Kenangan Pondok
Pucung. Karena obat tersebut berasal dari tas yang sama tanpa pengecekan ulang
tanggal expired, obat parasetamol ini akhirnya diberikan kepada pasien. Akhirnya,
pihak Dinkes menerima informasi bahwa antipyretic tersebut sudah melewati masa
kadaluarsanya.

Dinas Kesehatan segera merespons insiden tersebut dengan menarik obat yang
terlibat dari peredaran. Laporan dari kader mengenai kondisi salah satu bayi yang telah
mengonsumsi obat tersebut ditindaklanjuti dengan penarikan obat secara langsung.
Menanggapi kejadian ini, Dinas Kesehatan Kota Tangerang mengeluarkan
permohonan maaf. Mereka mengakui adanya kelalaian dalam distribusi obat yang
telah kedaluwarsa. Selain itu, keterlambatan pelaporan atau pengembalian obat kepada
petugas farmasi di puskesmas disebabkan oleh ketidakaktifan Posyandu selama dua
tahun akibat pandemi.**

Berdasarkan ketiga kasus, penyelesaian hanya dilakukan melalui jalur mediasi.
Secara umum, kerugian yang timbul akibat kesalahan tenaga kesehatan dapat
mempengaruhi seseorang baik dari segi material maupun immaterial. Dampak
material mungkin meliputi kerugian nyata yang dialami oleh balita dan bayi, seperti

efek buruk dari imunisasi, di mana pasien mungkin terkena penyakit yang tidak

1 Khoirul Makrif, Duduk Perkara Balita di Tanggerang diberi Obat Kadaluwarsa Usai Imunisasi,Detik
News, https://news.detik.com/berita/d-6228332/duduk-perkara-balita-di-tangerang-diberi-obat-kedaluwarsa-usai-
imunisasi, Dipublikasi pada : 29 Januari 2024,Pukul: 09:40 WIB
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diinginkan. Sedangkan dampak immaterial mencakup penurunan kenyamanan hidup
seseorang. Semua kerugian ini merupakan akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh
tenaga kesehatan dalam proses imunisasi.*? Berdasarkan Pasal 163 HIR terdapat asas
“siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikannya”. Asas tersebut terlihat
mudah untuk diterapkan. Namun, dalam prakteknya hal yang sangat sukar untuk
menentukan secara tepat, siapa yang harus di bebani kewajiban untuk
membuktikan sesuatu kesalahan.

Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH
Perdata), apabila mengacu pada tenaga kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan
imunisasi yang menyebabkan efek samping atau adverse pada pasien, peraturan
tersebut menjelaskan bahwa tindakan tersebut dapat dianggap sebagai suatu bentuk
tanggung jawab hukum. Pasal ini mengatur bahwa: =3

“Setiap tindakan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian bagi

pihak lain, mengharuskan pelaku yang bertanggung jawab atas kerugian

tersebut untuk melakukan compensation atas kerusakan yang ditimbulkan”.

Selain ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata tentang kompensasi atas tindakan
melawan hukum, apabila terdapat perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat, hal
tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk breach of contract. Breach of contract
terjadi apabila pihak yang terikat oleh perjanjian gagal untuk memenuhi kewajibannya,
terlambat dalam melakukannya, atau melaksanakan kewajiban dengan cara yang tidak

memadai.

12 1hid
13 KUHPerdata Pasal 1365



Pengertian tindakan melawan hukum dalam konteks yang lebih luas mencakup
semua bentuk perilaku yang baik berupa tindakan maupun kelalaian, yang melanggar
hak-hak orang lain serta bertentangan dengan kewajiban hukum atau norma
kesusilaan. Dengan kata lain, tindakan tersebut harus memenuhi beberapa syarat: harus
dianggap melawan hukum (onrechtmatige daad), menyebabkan kerugian, dan/atau
terdapat hubungan kausal antara tindakan tersebut dan kerugian yang timbul. Dalam
hukum perdata, tanggung jawab bertujuan untuk mendapatkan compensation atas
kerugian yang diderita, yang menjadi dasar untuk mengajukan gugatan terhadap
dokter. Selain ketentuan dalam Article 1365, ada pula ketentuan dalam Article 1366
KUHPerdata yang mengatur bahwa seseorang bertanggung jawab tidak hanya atas
kerugian yang disebabkan oleh tindakan sengaja, tetapi juga karena kelalaian atau
ketidakcermatan. Article 1367 KUHPerdata menambahkan bahwa seseorang juga
harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat tindakan orang lain yang
berada di bawah pengawasannya.

Adapun UU Kesehatan mengatur mengenai malpraktik medis pada Pasal 440,
yaitu bahwa:

(1) Setiap tenaga medis atau tenaga kesehatan yang lalai sehingga
menyebabkan pasien mengalami luka berat akan dikenakan hukuman
penjara maksimal 3 tahun atau denda hingga Rp 250 juta.

(2) Apabila kelalaian sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) menyebabkan
kematian, setiap medical personnel atau health worker akan dikenakan

hukuman penjara maksimal 5 tahun atau denda hingga Rp 500 juta.

14 UU No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 440 LN 2023 (105), TLN (6887): 198 him.;
jdih.setneg.go.id
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Pengaturan malpraktik medis dalam Pasal 440 UUK yang memberikan sanksi
pidana pada kealpaan (kelalaian) dari tenaga medis dan kesehatan tidak sesuai
dengan paradigma Hukum Kesehatan. Hal ini dapat dijelaskan dengan poin berikut,
Hukum Kesehatan adalah hukum yang bersifat Lex spesialis, kelalaian seorang
tenaga medis dalam lingkup, Hukum Kesehatan tidak bisa disamakan dengan
kelalaian seorang supir angkot yang karena kelalaiannya menabrak pejalan kaki dan
mengakibatkan pejalan kaki tersebut luka berat.*

Hukum yang ideal haruslah merupakan legal rules yang tertulis (law in the
book) dan sejalan dengan penerapan aturan tersebut dalam praktik sosial masyarakat
(law in action). Namun, masalah muncul karena law in the book memiliki batasan-
batasan tertentu. Aturan hukum yang tertulis hanyalah kumpulan kata yang disusun
dalam kalimat, yang kemudian menjadi pasal-pasal dalam undang-undang. Pada
dasarnya, peraturan hukum yang tertulis adalah refleksi dari fenomena sosial yang ada
di masyarakat. Namun, tantangannya adalah bahwa peraturan hukum yang tertulis
tidak selalu bisa diterapkan secara ketat dalam masyarakat yang kondisinya terus
berubah atau bersifat dinamis. Sebagai contoh, Undang-Undang Dasar 1945 telah
mengalami perubahan atau amandemen sebanyak empat kali sejak era reformasi.
Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 merupakan regulasi tertinggi di Indonesia, ia
tetap dapat mengalami modifikasi karena perubahan yang terus-menerus dalam aspek

hukum, sosial, dan politik.

15 Danar W, Malpraktik dalam UU 17/2023, KR.Jogja.com, https://www .krjogja.com/opi ni/1243773570
[malpraktik-dalam-uu-172023, Diakses Pada: 17 Januari 2024
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Salah satu contohnya adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan. Peraturan ini menggantikan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang
dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan terkini, tuntutan, dan kebutuhan
hukum masyarakat mengenai masalah kesehatan. Modifikasi peraturan-peraturan
seperti ini menunjukkan bahwa teks peraturan tersebut bisa menjadi ketinggalan
zaman seiring dengan perubahan dinamika sosial. Pendekatan formal dalam peraturan
hanya fokus pada pemenuhan nilai kepastian hukum, sementara nilai keadilan dan
manfaat dari tujuan hukum tidak akan tercapai hanya dengan menyesuaikan teks
hukum dengan perilaku masyarakat yang berubah.®

Adapun berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik untuk meneliti dan
mengambil judul “GANTI KERUGIAN BAGI PASIEN AKIBAT PERBUATAN
MELAWAN HUKUM OLEH TENAGA KESEHATAN DALAM
PELAKSANAAN IMUNISASI BAYI DAN ANAK”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan Latar Belakang di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini yakni :

1. Apa yang menjadi karakteristik kerugian yang diderita Pasien akibat perbuatan
melawan hukum oleh tenaga kesehatan dalam pelaksanaan imunisasi bayi dan
anak ?

2. Bagaimana bentuk dan proses ganti kerugian bagi pasien akibat perbuatan
melawan hukum oleh tenaga kesehatan dalam pelaksanaan imunisasi bayi dan

anak?

' Muhammad Syari Ramadhan, Andrian Nugraha, Tindakan Medis Dokter terhadap Pasien Tanpa
Informed Consent Dalam Perspektif Hukum Progresif, Jurnal Simbur Cahaya, VVol.28 No.1, 2021, him 8
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C. Tujuan Penelitian
Adapun berdasarkan rumusan masalah datas, maka tujuan dari penulisan krya ilmiah ini
yakni :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis karakteristik kerugian yang diderita Pasien
akibat perbuatan melawan hukum oleh tenaga kesehatan dalam pelaksanaan
imunisasi bayi dan anak.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis segala bentuk dan proses ganti kerugian bagi
pasien akibat perbuatan melawan hukum oleh tenaga kesehatan dalam
pelaksanaan imunisasi bayi dan anak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Hasil dari penelitian ini diharapkan agar dapat berkontribusi dalam menambah
informasi penting.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pasien
Penelitian ini bertujuan untuk menyediakan informasi dan memperluas
pemahaman mengenai masalah hukum yang mungkin dihadapi pasien
dalam layanan kesehatan, terutama terkait dengan pelaksanaan
immunization pada bayi dan anak.

b. Bagi Masyarakat
Melalui penelitian ini, diharapkan masyarakat memperoleh pemahaman
yang lebih mendalam mengenai hak-hak serta perlindungan hukum yang

tersedia apabila terjadi kerugian akibat pelaksanaan immunization.
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c. Bagi Tenaga Kesehatan
Melalui Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran kepada tenaga
kesehatan yang melakukan imunisasi bayi dan anak agar lebih berhati-hati
dalam melakukan imunisasi terhadap bayi dan anak serta tenaga kesehatan
yang sedang melakukan imunisasi diharap untuk tunduk pada SOP.
d. Bagi penegak hukum
Melalui Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran kepada
penegak hukum agar cepat tanggap dalam menangani kasus perbuatan
melawan hukum mengenai kelalaian dalam imunisasi bayi dan anak.
E. Ruang Lingkup Penelitian
Ruang lingkup pembahasan pada penelitian skripsi ini dibatasi pada :
Dalam konteks imunisasi bayi dan anak, penting untuk memahami karakteristik
kerugian yang dialami pasien serta bentuk dan proses kompensasi atas kerugian tersebut
yang disebabkan oleh tindakan melawan hukum oleh tenaga kesehatan. Kerugian ini
mencakup berbagai dampak negatif yang dirasakan pasien akibat kesalahan atau
kelalaian dalam proses imunisasi. Proses kompensasi berfungsi sebagai mekanisme
untuk memberikan ganti rugi yang sesuai dan adil kepada pasien yang dirugikan,
sehingga dapat menanggulangi dampak yang ditimbulkan dan memulihkan hak-hak
mereka.
F. Kerangka Teori
1. Teori Tanggung Jawab Hukum
Menurut Titik Triwulan, pertanggungjawaban hukum harus didasarkan

pada sesuatu yang menimbulkan hak hukum bagi seseorang untuk menuntut
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orang lain, serta menciptakan kewajiban hukum bagi orang tersebut untuk
memberikan tanggung jawab. Dalam pandangan Hans Kelsen, teori tanggung
jawab hukumnya menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara
hukum atas tindakan tertentu, yang berarti individu tersebut memikul legal
responsibility, sehingga jika ada pelanggaran terhadap hukum, orang tersebut
bisa dikenai legal punishment!” Menurut hukum perdata, terdapat dua jenis dasar
pertanggungjawaban: kesalahan dan risiko. Oleh karena itu, terdapat konsep
liability based on fault yang mengacu pada tanggung jawab berdasarkan
kesalahan, dan konsep liability without fault, yang dikenal juga sebagai tanggung
jawab risiko atau strict liability.

Prinsip strict liability sering kali disamakan dengan prinsip tanggung jawab
absolut. Namun, terdapat pendapat di kalangan ahli yang membedakan kedua
istilah tersebut. Sebagian ahli berargumen bahwa strict liability adalah prinsip
tanggung jawab yang menetapkan bahwa kesalahan bukanlah faktor utama
dalam menentukan kewajiban seseorang untuk bertanggung jawab. Namun
terdapat keadaan yang dapat membebaskan seseorang dari tanggung jawabnya,
seperti dalam kasus force majeure. Sebaliknya, dalam tanggung jawab absolut,
tidak ada pengecualian yang dapat membebaskan seseorang dari tanggung
jawabnya.'®

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (fault liability atau

liability based on fault) adalah prinsip umum yang berlaku baik dalam hukum

7 Hans Kelsen ,General Theory Of law and State,jakata: BEE Media Indonesia, 2007, him. 81
18 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi, Jakarta, Gramedia Widiasarana
Indonesia, 2006, him.73-79.
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pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPerdata) Pasal 1365 hingga Pasal 1367, prinsip ini mengindikasikan
bahwa seseorang hanya dapat diminta pertanggungjawaban apabila orang
tersebut secara hukum telah melakukan kesalahan. Misalnya, pada Pasal 1365
yang sering dikenal sebagai Pasal mengenai perbuatan melanggar hukum,
mengharuskan pemenuhan empat unsur utama, yaitu: adanya tindakan, unsur
kesalahan, kerugian yang dialami, dan hubungan kausalitas antara kesalahan dan
kerugian. Pada dasarnya, tanggung jawab dokter dalam pelayanan medis secara
umum adalah:*®
1. Pertanggungjawaban karena kesalahan.
Dalam konteks perbuatan melawan hukum, perbuatan tersebut dapat
dianggap sebagai suatu kesalahan jika tidak dilakukan dengan hati-hati dan
seharusnya dapat dihindari oleh pelaku. Pertanggungjawaban atas kesalahan
merupakan bentuk klasik dari pertanggungjawaban yang didasarkan pada
tiga isu utama, yaitu: Setiap tindakan yang menimbulkan kerugian terhadap
orang lain mengharuskan pelaku untuk memberikan kompensasi sebagai
bentuk tanggung jawab atas kerugian (Pasal 1365); Menurut hukum, setiap
individu wajib bertanggung jawab tidak hanya untuk kerugian yang timbul
akibat tindakan yang disengaja, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan
oleh kelalaian atau kurangnya perhatian (Pasal 1366). Selain itu, tanggung
jawab seseorang juga mencakup kerugian yang disebabkan oleh tindakan

orang lain yang berada di bawah pengawasannya (Pasal 1367).

9 Venny Sulistyani, Zulhasmar Syamsu, Pertanggungjawaban Perdata Seorang Dokter Dalam Kasus
Malpraktik Medis,Lex Jurnalica, Vol. 12 No. 2, 2015, him. 149.
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Pertanggungjawaban akan risiko.
Liability adalah antitesis dari accountability yang muncul akibat kesalahan.
Dalam hal ini, pasien hanya perlu membuktikan adanya hubungan antara
pihak yang menyebabkan kerugian dan kerugian yang dialaminya, tanpa
harus menunjukkan kesalahan yang spesifik. Hal ini sering kali berkaitan
dengan produk tertentu seperti drugs, medical devices, dan sejenisnya.
Untuk menetapkan bahwa seorang pelaku pelanggaran hukum harus
membayar kompensasi, harus ada hubungan yang jelas antara risiko yang
ditanggung dan kerugian yang timbul.?°
Teori Perbuatan Melawan Hukum
Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas
dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum dalam
penelitian ini mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang
hukum perdata dan hukum kesehatan serta bertentangan dengan undang-
undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak
tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum
bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang
dirugikan®. Pada dasarnya, tujuan dari pembentukan suatu sistem hukum yang
dikenal dengan istilah perbuatan melawan hukum adalah untuk mencapai apa
yang dinyatakan dalam ungkapan bahasa Latin, yaitu juris praecepta sunt

lexec, honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere (prinsip

20 | Gusti, Perbuatan PMH dalam Perbuatan Malpaktek yang dilakukan Tenaga Medis,jurnal Yuridis, Vol

5No 1, 2018,him 109

15.

! Rachman Setiawan, Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum, Bandung, PT. Alumni, 2005, him.
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hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain, dan memberikan
hak kepada setiap orang).

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 hingga Pasal 1380 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Berdasarkan Pasal 1365
KUHPerdata Indonesia, perbuatan yang dimaksud sebagai perbuatan melawan
hukum adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh
seseorang, yang akibat dari kesalahan tersebut mengakibatkan kerugian bagi pihak

lain. Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain,
mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti

kerugian tersebut.”

Istilah “melanggar” menurut MA Moegni Djojodirdjo hanya mencerminkan sifat
aktifnya saja sedangkan sefiat pasifnya diabaikan. Pada istilah “melawan” itu sudah

termasuk pengertian perbuatan yang bersifat aktif maupun pasif.?

Adapula unsur
perbuatan melawan hukum, sebagai berikut:**
1. Pasien Harus mengalami kerugian
yang dimaksud adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku.
Secara umum perbuatan ini mencakup berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu

2. Adanya Ada kesalahan atau kelalaian (disamping perseorangan, rumah sakit atau

puskesmas juga bisa bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian

22 H

Ibid,him 20
2 MA. Moegni Djojodirjo, Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta: PT. Pradnaya Paramita, 2005, him. 13
24 pyrwahid Patrik, Dasar-Dasar Hukum Perikatan, Bandung, Mandar Maju, 2019,hlm. 82.
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pegawainya).

Adanya perbuatan meanggar hukum yang dilakukan tenaga medis

Yang dimaksud dengan melanggar hak orang lain adalah melanggar hak
subjektif orang lain, yaitu wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada
seseorang untuk digunakan bagi kepentingannya.

Ada hubungan kausal antara kerugian dan kesalahan.

Pasal 1365 KUHPerdata kesalahan dinyatakan sebagai pengertian umum, dapat
mencakup kesengajaan maupun kelalaian.

Kelalaian adalah salah satu komponen yang sering ditemukan dalam tindakan

malpraktik medis. Secara harfiah, malpractice merujuk pada ketidakmampuan dalam

melaksanakan tanggung jawab. Ketidakmampuan ini bisa disebabkan oleh berbagai

faktor:2°

1.

Adanya unsur kelalaian.

Kelalaian merupakan perilaku yang menunjukkan kurangnya kehati-hatian,
yakni pelaksanaan tugas dengan cara yang tidak cermat atau tidak sesuai dengan
standar yang seharusnya. Istilah ini juga dapat diartikan sebagai tindakan yang
dilakukan di bawah standar pelayanan medis.

Adanya unsur kesalahan bertindak.

Kesalahan tindakan ini timbul akibat kurangnya Kketelitian dokter dalam
melakukan observasi terhadap pasien, yang mengakibatkan terjadinya kejadian

yang tidak diharapkan.

3. Adanya elemen pelanggaran terhadap norma profesi atau hukum. Pelanggaran

% Alexandra Indriyanti Dewi, Etika dan Hukum Kesehatan, Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2008,

him. 266.
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norma profesi ini terjadi ketika seorang dokter atau tenaga kesehatan melakukan
tindakan di luar batas kewenangannya.
4. Keberadaan niat untuk melakukan tindakan yang merugikan muncul ketika
seorang dokter atau tenaga medis lainnya melakukan tindakan di luar tanggung
jawabnya hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Dengan demikian,
malpractice dapat didefinisikan sebagai bentuk kelalaian atau kesalahan dalam
bertindak yang dilakukan oleh dokter, yang melibatkan penggunaan
keterampilan dan pengetahuan yang umumnya diterapkan dalam merawat
pasien.
Penyelesaian masalah malpraktik medis umumnya dilakukan melalui proses litigation,
baik dalam jalur criminal maupun civil. Dalam kedua jalur tersebut, dokter dapat
menghadapi sanksi yang mencakup tindakan criminal, civil, atau bahkan administrative.
Teori Hubungan Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan

Peningkatan peran hukum dalam layanan kesehatan disebabkan oleh
pertumbuhan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan serta meningkatnya
perhatian terhadap hak individu untuk menerima layanan kesehatan. Tindakan yang
dilakukan oleh penyelenggara layanan kesehatan pada dasarnya merupakan tindakan
hukum yang menimbulkan hubungan hukum, meskipun sering kali hal ini tidak disadari
oleh para penyelenggara layanan kesehatan pada saat mereka melakukan tindakan
tersebut.

Pelayanan kesehatan tidak sekadar mencakup kegiatan atau aktivitas profesional
dalam bidang pelayanan kuratif dan preventif untuk kepentingan individu, tetapi juga

meliputi institusi pelayanan, sistem administrasi, pembiayaan, manajemen, serta



20

informasi/publikasi. Hubungan hukum antara tenaga kesehatan dan pasien sudah ada
sejak zaman kuno (sejak era Yunani kuno), di mana tenaga kesehatan berperan sebagai
individu yang menyediakan pengobatan bagi mereka yang memerlukannya. Hubungan
ini merupakan hubungan yang sangat pribadi karena didasarkan atas kepercayaan dari
pasien terhadap dokter yang disebut dengan transaksi terapeutik?®

Hubungan hukum tenaga-pasien akan menempatkan tenaga kesehatan dan pasien
berada pada kesejajaran, sehingga setiap apa yang dilakukan oleh tenaga kesehatan
terhadap pasien tersebut harus melibatkan pasien dalam menentukan apakah sesuatu
tersebut dapat atau tidak dapat dilakukan atas dirinya. Salah satu bentuk kesejajaran
dalam hubugan hukum dokter pasien adalah melalui informed consent atau persetujuan
tindakan medik. Pasien berhak memutuskan apakah menerima atau menolak sebagian
atau seluruhnya rencana tindakan dan pengobatan yang akan dilakukan oleh dokter
terhadap dirinya.?’

Menurut Pasal 1354 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), istilah
zaakwaarneming merujuk pada situasi di mana seseorang secara sukarela, tanpa adanya
perintah atau instruksi untuk melakukannya, mewakili kepentingan orang lain, baik
dengan persetujuan maupun tanpa persetujuan dari orang tersebut. Dalam hal ini, individu
yang melakukan perwakilan tersebut secara diam-diam berkomitmen untuk melanjutkan
dan menyelesaikan urusan sampai pihak yang kepentingannya diwakili dapat mengelola
urusannya sendiri. la juga akan menanggung seluruh tanggung jawab yang timbul jika

diberikan kuasa secara eksplisit. Menurut Adami Chazawi, zaakwaarneming tidak dianggap

%6 Endang Kusumah Astuti, Hubungan Hukum Antara Dokter Dan Pasien Dalam Upaya Pelayanan Medis,
Semarang,2003, him.3

2" Hj.Ukhila,Hubungan Hukum Antara Tenaga Medis dan Pelayan Kesehatan, junal Galuh Justisi , Vol.6
No.2 208,him 10
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sebagai penyebab malpraktik. Zaakwaarneming adalah jenis perikatan hukum yang muncul
berdasarkan Undang-Undang, serupa dengan onrechtmatige daad. Berbeda dengan
onrechtmatige daad yang dapat memicu malpraktik perdata dokter, zaakwaarneming bukanlah
faktor penyebab malpraktik kedokteran. Namun, malpraktik kedokteran bisa terjadi dalam
pelaksanaan kewajiban hukum yang timbul dari zaakwaarneming jika ada pelanggaran oleh
tenaga kesehatan yang mengakibatkan kerugian bagi pasien. Hal ini terutama berlaku dalam
situasi darurat, seperti ketika pasien tidak sadar akibat kecelakaan parah, di mana tindakan medis
yang cepat dan tidak bisa ditunda sangat diperlukan.

Berdasarkan penjelasan diatas adapun hubungan perbuatan melawan hukum
dalam pelayanan kesehatan yakni dalam “hal melakukan perbuatan melanggar hukum”
(Pasal 1365 KUHPerdata) sesuatu perbuatan dikatakan atau tergolong perbuatan
melawan hukum (onrechmatigedaat) apabila perbuatan tersebut melanggar hak subjektif
orang atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum atas melakukan perbuatan

sesuatu baik ditinjau secara objektif maupun subjektif.?®

Dalam konteks hukum, kelalaian
yang menyebabkan kerugian diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdata. Selain itu, dari
perspektif hukum administrasi, hubungan antara rumah sakit dan pasien melibatkan
kebijakan-kebijakan (policy) serta ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebagai
syarat administratif untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
Kebijakan dan ketentuan hukum administrasi ini mengatur tata cara penyelenggaraan

pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit, standar

operasional, serta standar profesi.

%8 | Gusti Ayu Apsari Hadi, Perbuatan Melwan Hukum Dalam Pertanggung Jawaban Dokter Terhadap
Tindakan Malpraktik Medis, Jurnal Yuridis Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, Vol 5 No. 1,him.108
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G. Metode Penelitian
Metode penelitian ialah suatu ilmu tentang cara untuk memecahkan masalah penelitian
hukum dengan teratur atau sistematis. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini
adalah sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Peneliti akan menggunakan jenis penelitan kepustakaan atau normatif.
Jenis penelitian kepustakaan merupakan salah satu jenis penelitian untuk
memenuhi kebutuhan hukum di masa depan. Penelitian kepustakaan atau
normatif ini adalah sebuah jenis penelitian dalam bidang hukum yang mengacu
pada sumber-sumber kepustakaan yang sudah ada.
Penelitian hukum normatif atau kepustakaan merupakan jenis
penelitian yang menganalisis dan menelaah aspek-aspek hukum, seperti teori
dan metode, seta mengkaji peraturan perundang-undangan yang ada di
Indonesia guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Metode
penelitian normative juga disebut penelitian doktrinal, yang berfokus pada
analisis terhadap hukum baik sebagai aturan tertulis maupun hukum yang
berupa kebiasaan atau kepatutan dalam memutuskan perkara®
2. Pendekatan Penelitian
Dalam hal ini, pendekatan penelitian dalam studi ini adalah sebagai
berikut:
a. Pendekatan Perundang-undangan (statue approach)

Pendekatan legislatif adalah pendekatan yang diterapkan melalui analisis

2% Sperjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo
Persada, 2003, him. 13-14.
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terhadap undang-undang serta peraturan yang terkait dengan objek penelitian
yang sedang dibahas oleh penulis dan mengkaji masalah (isu hukum) yang
sedang berlangsung.

b. Pendekatan Konseptual (consept approach)

Pendekatan konseptual berlandaskan pada doktrin dan pandangan para
pakar yang berkembang dalam bidang ilmu hukum. Penelitian ini bertujuan
untuk menghasilkan dan mengidentifikasi ide-ide yang melahirkan definisi-
definisi hukum, konsep-konsep hukum, serta prinsip- prinsip hukum yang
relevan, yang kemudian digunakan untuk membangun argumen hukum dalam
menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.*°

c. Pendekatan Analitis (Analitis approach)
yaitu Pendekatan ini adalah pendekatan dengan menganalisa bahan
hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang
digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional.*! Pada
karya ilmiah ini pendekatan kasus mengenai kajian hukum ganti rugi terhadap
kasus kelalaian imunisasi yang disebabkan oleh tenaga kesehatan.
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum
Dalam penelitian ini menggunakan jenis bahan hukum primer,
sekunder,dan tersier.
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang terdiri dari peraturan

perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen

% Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Op. Cit, him. 135-136
31Jonny ibrahim, Teori dan penelitian Hukum Normatif, Malang:Banyu Media,2005,him 90
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resmi Negara, bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini
adalah :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
4. Peraturan Menteri Kesehatan No 12 Tahun 2017 Tentang
Penyelenggaraan Imunisasi
b.  Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan pen-
jelasan mengenai bahan hukum primer. Untuk penelitian ini bahan
hukum sekunder tersebut diperoleh melalui buku-buku, artikel ilmiah
atau jurnal, makalah, tesis, dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian
skripsi ini.*
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier merupakan penjelasan mengenai bahan hukum
primer dan sekunder, yang berasal dari kamus, majalah, surat kabar,dan
sebagainya.® Penulisan ini penulis menggunakan bahan hukumtersier

berupa jurnal hukum yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

32 uratman dan H. Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung. 2012,
%% Surakhmad Winarno, Metode dan Teknik Dalam Bukunya Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode
Teknik, Tarsito, Bandung, 1991, him. 17.
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Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan materi hukum dalam penulisan ini dilakukan melalui studi
kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum dari sumber primer, sekunder,
dan tersier yang relevan dengan topik penelitian. Ini termasuk peraturan
perundang-undangan yang relevan, ditambah dengan data dari internet serta
literatur yang mendukung penelitian.®*
Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis terhadap materi hukum dalam penulisan ini dilaksanakan dengan
metode kualitatif, yang melibatkan penyajian argumen berdasarkan data
penelitian yang diperoleh. Selanjutnya, peristiwa hukum yang diteliti dievaluasi
untuk menilai kesesuaiannya dengan peraturan yang berlaku. Dengan pendekatan
ini, diharapkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dapat ditemukan
jawabannya.®
Teknik Penarikan Kesimpulan

Metode yang diterapkan untuk menyimpulkan adalah metode deduktif,
yang melibatkan penarikan kesimpulan dengan cara menguraikan pembahasan
secara umum dan kemudian menghubungkannya dengan masalah-masalah

spesifik yang dihadapi dalam penelitian.*®.

% Ibid, HIm 65.
% Ibid, HIm 71.

% Ibid.
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